BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN

Menimbang :

Mengingat

—

KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

bahwa sesuai amanat ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menegaskan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan
batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup
yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan;

bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk dan
pertumbuhan pembangunan di daerah, maka terjadi
peningkatan kebutuhan hunian sehingga menyebabkan
perkembangan perumahan yang perlu penataan serta
keseimbangan bagi kepentingan masyarakat berpenghasilan
rendah yang mengakibatkan kesulitan untuk memperoleh
rumah yang layak dan terjangkau;

bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan
dan Kawasan Permukiman belum mengatur luas tanah
kaveling yang ada pada zona perkotaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di
Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4441) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5252) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5871);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6624);

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6004);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6133);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja
Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6219);Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan
Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 596);
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Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun
2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun
2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 88);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun
2017 tentang Pengaturan Pemakaman (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 98);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun
2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Nomor 134);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun
2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2022 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 145);



30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun
2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023
Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 19
TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan
Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 145), diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 ditambahkan 4
(empat) angka baru, yakni angka 27, angka 28, angka 29, dan
angka 30, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.
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Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
adalah kegiatan perencanaan, pembangunan,
pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya
pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem
pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi
dan terpadu.

Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu
kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan,
penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan
permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan
dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh
dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan
dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan
hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan
perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai
lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan
tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan
penghidupan.

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang
terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang
mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta
mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan
perkotaan atau kawasan perdesaan.

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari
permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang
dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum
sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai
tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan
keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya,
serta aset bagi pemiliknya.

Rumah Sederhana adalah rumah umum yang dibangun di
atas tanah dengan luas lantai dan harga jual sesuai
ketentuan pemerintah.

Rumah Menengah adalah rumah komersial dengan harga
jual lebih besar dari 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) kali
harga jual rumah sederhana.

Rumah Mewah adalah rumah komersial dengan harga jual
lebih besar dari 6 (enam) kali harga jual rumah sederhana.

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan
hunian yang memenuhi standar tertentu untuk
kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan
nyaman.

Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang
berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan
pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
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Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk
pelayanan lingkungan hunian.

Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya
disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai
keterbatasan daya Dbeli sehingga perlu mendapat
dukungan Pemerintah untuk memperoleh rumah.

Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut
PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik
Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah,
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan
Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang
dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam
bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik
dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan
satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan
digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat
hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda
bersama dan tanah bersama.

Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara
perumahan dan permukiman.

Site Plan adalah rencana tapak suatu lingkungan dengan
fungsi tertentu yang memuat rencana tata bangunan,
jaringan sarana dan prasarana fisik serta fasilitas
lingkungan.

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya
disingkat SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk
melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha
dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan
yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya
disingkat UKL-UPL, adalah 10 pengelolaan dan
pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang
tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambil keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disingkat AMDAL, adalah kajian mengenai
dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan
bagi proses pengambil keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.



25. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak
huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat
kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan
serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

26. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami
penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

27. Deliniasi adalah upaya untuk membuat garis batas yang
menandai dan membentuk sebuah wilayah atau objek
tertentu.

28. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai
kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi
Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan,
pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

29. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki
fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan
pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona
bersangkutan.

30. Kawasan Non Perkotaan adalah kawasan permukiman
yang tidak termasuk deliniasi kawasan perkotaan.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 diubah, dan ditambah
ayat baru yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 16
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Luas kaveling tanah wuntuk penyediaan Rumah
disesuaikan berdasarkan Deliniasi Kawasan Perkotaan
dan Kawasan Non Perkotaan.

(2) Panjang deretan kaveling harus bertemu dengan jalan
lingkungan atau dengan jalan masuk dengan ketentuan
jarak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Luas kaveling tanah pada Kawasan Perkotaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
Subzona kepadatan yang mengacu pada ketentuan
rencana detail tata ruang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai panjang deretan kaveling
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan luas
kaveling tanah pada Kawasan Non perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Ketentuan Pasal 97 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat
baru yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

(1) Setiap orang/badan dalam pembangunan Perumahan dan
Kawasan Permukiman harus memperhatikan aksesibilitas
bagi penyandang disabilitas.



(2)

(3)

Pelaksanaan pembangunan Perumahan dan Kawasan
Permukiman yang memperhatikan aksesibilitas bagi
penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai aksesibilitas bagi
penyandang disabilitas dalam pembangunan Perumahan
dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Ketentuan BAB XX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 98
ditambah 1 (satu) huruf baru, yakni huruf g sehingga
berbunyi sebagai berikut:

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

a.

perizinan terkait pembangunan Perumahan dan
pembangunan kawasan Permukiman yang telah
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan rencana
tata ruang/rencana detail tata ruang dan peraturan
daerah ini;

perizinan terkait pembangunan Perumahan dan
pembangunan kawasan Permukiman yang telah
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah namun belum
dilaksanakan pembangunan wajib dilakukan penyesuaian
dengan rencana detail tata ruang;

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah selesai
dibangun lebih dari 5 (lima) tahun dapat langsung
diserahkan kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan
verifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 43;

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah selesai
dibangun kurang dari 5 (lima) tahun tetapi telah lebih dari
1 (satu) tahun dapat diserahkan kepada Pemerintah
Daerah secara formal dan fisik dengan tenggang waktu
paling lama 1 (satu) tahun di antara kedua tahap
dimaksud;

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang masih dalam
tahap penyelesaian, tata cara penyerahannya harus
mengikuti Peraturan Daerah ini, termasuk Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Umum yang sudah selesai dibangun
sampai dengan 1 (satu) tahun;

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang ditinggalkan

Pengembang berlaku ketentuan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan



g. kebijakan terkait pembangunan Perumahan dan

pembangunan kawasan Permukiman yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan rencana
tata ruang dan Peraturan Daerah ini.

5. Diantara Pasal 98 dan Pasal 99 disisipkan 1 (satu) pasal yakni

Pasal 98A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98A

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)
berlaku, maka:

a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86

ayat (1) diganti dengan pidana denda paling banyak
kategori II; dan

pidana denda kategori II sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 16 Oktober 2024
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 16 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA
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